BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO KUALA

NOMOR 111 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN

Menimbang

Mengingat

BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat (1)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020
tentang Pengelolaan Dana Desa, telah ditetapkan Peraturan
Bupati Barito Kuala Nomor 111 Tahun 2020 tentang tata
cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap
Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa untuk optimalisasi penggunaan dan penyaluran Dana
Desa guna percepatan penanganan pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19} dan dampaknya, perlu dilakukan
penyempurnaan atas Peraturan Bupati Barito Kuala
sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Barito Kuala tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Barito Kuala Nomor 111 Tahun 2020 tentang Tata
Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi
Setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran
2021.

: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat nomor 3 tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352 sebagai
Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);



3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539}, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 53558}, sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Nomor 5864);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 266);

. Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 20 Tahun 2018

Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611};



Menetapkan :

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020
Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
69/PMK.07/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang
Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 78},

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021
Tentang Pengelolaan Transfers ke Daerah dan Dana Desa
Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
17 /PMK.07 /2021 tentang Pengelolaan Transfers ke Daerah
dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka
Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19} dan Dampaknya (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 8253);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintahan Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa {Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2016 Nomor 24), sebagaiman telah diubah dengan
Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2017 (Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 46);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun
2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun
2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran

Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 43);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Kuala Tahun 2020 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BARITO KUALA NOMOR 111 TAHUN 2020 TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA

DESA BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN ANGGARAN 2021.



Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 111 Tahun
2021 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi
Setiap Desa Di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah
Tahun 2020 Nomor 111) diubah sebagai berikut :

1.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu} pasal yakni Pasal 7A
sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

Daftar RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan daftar
rekening kas setiap Desa pada Bank umum yang terdaftar dalam Sistem
Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan/atau Bank Indonesia Real
Time Gross Settlement {BI-RTGS) sesuai dengan ketentuan perundang
undangan.
Dalam hal terdapat perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Desa menyampaikan permohonan perubahan Rekening Kas Desa
kepada Kepala Dinas PMD.
Permohonan perubahan data Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), dilampiri dengan dokumen :
a. Surat permohonan perubahan nama dan/atau nomor Rekening Kas
Desa yang ditandatangani Kepala Desa;
b. Informasi data Rekening Kas Desa yang memuat informasi mengenai :
Kode Desa
Nama Desa
Nama Kecamatan
Nama Kabupaten
Nama Provinsi
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Desa
Nama Bank tempat Rekening Kas Desa dibuka
Detail nama cabang bank;
. Nama Rekening;
10. Nomor Rekening;
11. Alamat Bank; dan
12. Kode pos.
c. Asli rekening koran.
Kepala Dinas PMD melakukan penelitian dan menyetujui permohonan
perubahan Rekening Kas Desa serta menyampaikan permohonan
perubahan Rekening Kas Desa kepada Kepala BPKAD.
Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilampiri
dengan :
a. Surat permochonan perubahan data Rekening Kas Desa/Suplier Desa
yang ditandatangani Kepala Dinas PMD;
b. Surat permohonan perubahan nama dan/atau nomor Rekening Kas
Desa yang ditandatangani Kepala Desa;
c. Asli Rekening Koran; dan
d. Informasi data Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3}
huruf b.
Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
Kepala BPKAD melakukan penelitian terhadap permohonan perubahan
Rekening Kas Desa/data suplayer.
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(7) Dalam hal usulan telah lengkap dan benar, Kepala BPKAD menyampaikan
surat permohonan perubahan data Suplayer Desa ke KPA Penyaluran
DAK Fisik dan Dana Desa dengan dilampiri :

a. Surat permohonan perubahan data Rekening Kas Desa/Suplayer Desa
yang ditandatangani Kepala Dinas PMD;

b. Surat permohonan perubahan nama dan/atau nomor Rekening Kas
Desa yang ditandatangani Kepala Desa;

c. Asli Rekening Koran; dan

(8) Informasi data Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
47A ayat (3) huruf b.

(9) Rekening Kas Desa baru dapat digunakan Desa setelah Bupati menerima
surat pemberitahuan dari KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
bahwa Data Suplier Desa telah dilakukan perubahan.

(10) Berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8),
Kepala BPKAD melakukan update data RKD pada aplikasi omspan.

(11) Daftar perubahan RKD sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

2. Ketentuan ayat (4) dan (5) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 8

(1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui pemotongan Dana Desa setiap Kabupaten dan penyaluran dana
hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.

(3} Pemotongan Dana Desa setiap Kabupaten dan penyaluran dana hasil
pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari
Bupati.

(4} Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :

a. tahap I sebesar 40% {empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap
Desa, dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu
sampai dengan bulan kelima dan kebutuhan Dana Desa untuk
penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) paling
cepat bulan Januari;

b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa
setiap Desa, dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan
keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret;
dan

c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap
Desa, dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan
kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni.

(3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa
berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan
ketentuan :

a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen} dari pagu Dana Desa setiap
Desa, dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu
sampai dengan bulan ketujuh dan kebutuhan Dana Desa untuk
penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) paling
cepat bulan Januari; dan



(6)

b. tahap Il sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa
setiap Desa, dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan
kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret;

Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana
keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 303 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa Nomor 30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan
Kemandirian Desa.

Ketentuan ayat {1) dan ayat (2) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2}, ayat
(2) dan ayat (3} disisipkan masing masing 1 (satu) ayat yakni ayat (la) dan
ayat (2a), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Penyaluran Dana Desa ke RKD dilaksanakan setelah Bupati menerima

dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa secara lengkap dan

benar dengan ketentuan :

a.tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a
tanpa dokumen persyaratan;

b. tahap Ii sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b
berupa :

1. peraturan Desa mengenai APBDesa;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun
sebelumnya;

3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap
I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar
50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran
menunjukkan paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana
Desa tahap I yang telah disalurkan.

4. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima
manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan
tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan

5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa
Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD
antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan

c. tahap Il sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4} huruf ¢
berupa :

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa
sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan
paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata
capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima
persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan

2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun
angaran sebelumnya.

(1a) Kepala Desa wajib menyampaikan data realisasi jumlah keluarga
penerima manfaat untuk bulan yang telah disalurkan BLT Desanya
pada saat pengajuan persyaratan penyaluran Dana Desa tahap II dan
tahap Il sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(2) Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri
dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan
penyaluran dari Kepala Desa secara lengkap dan benar, dengan
ketentuan :



a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5)
huruf a tanpa dokumen persyaratan; dan

b. tahap Il sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5)
huruf b berupa :

1. peraturan Desa mengenai APBDesa;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa
tahun sebelumnya;

3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana
Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan
paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata
capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35%
(tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah
disalurkan;

4, laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun
angaran sebelumnya;

5. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga
penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa
mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima
manfaat BLT Desa; dan

6. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana
Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran
2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

(2a) Kepala Desa wajib menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima

(3)

(4)

(5)

(©)

(7)

manfaat untuk bulan vyang telah disalurkan BLT Desa pada saat
pengajuan persyaratan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020
selama 9 (Sembilan} bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II
Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa
peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima
manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup
anggaran per bulannya.

Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b angka 2 dan huruf ¢ angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung
berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan
setiap Desa.

Penyusunan laporan realiasi penyerapan dan capaian keluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf ¢ angka
1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi
data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan
keluaran, dan capaian keluaran.

Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum
memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan
permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan
pemutakhiran.

Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu
pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan
memberikan kode rekening 90 sampai dengan 99.



4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 10

(1} Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa termasuk untuk Desa berstatus
Desa Mandiri disalurkan dengan ketentuan :

a. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan
bulan ketiga dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan data
jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama
12 (dua belas} bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT kepada
Bupati; dan

b. penyaluran Dana Desa untuk bulan keempat sampai dengan bulan
kedua belas dilaksanakan tanpa persyaratan,

(2) Kepala Desa wajib menyampaikan data realisasi jumlah keluarga
penerima manfaat yang telah dibayarkan sampai dengan bulan kedua
belas termasuk untuk Desa berstatus Desa Mandiri kepada Bupati paling
lambat minggu kedua bulan Desember.

(3) Penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sampai
dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi
persyaratan penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2022.

(4) Dana Desa untuk BLT Desa yang telah disalurkan ke RKD dibayarkan
kepada keluarga penerima manfaat tidak melebihi bulan berkenaan.

(3) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
merupakan jumliah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima
manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan
jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.

{6) Kepala Desa melakukan pendataan sesuai mekanisme pendataan yang
digunakan dalam pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun
2020.

(7} Kepala Desa dapat menyesuaikan jumlah keluarga penerima manfaat
tahun berkenaan dengan memperhatikan penduduk miskin yang
terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan belum
menerima bantuan.

(8) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai
penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (7), kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan kepala
Desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan
Desember.

(9) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumah
keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(2).

5. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A
sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10A
(1) Penyaluran Dana Desa untuk untuk mendukung
penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019

(COVID-19) dilakukan sebesar 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa
setiap Desa.



(2) Penyaluran Dana Desa sebesar 8% {delapan persen;

dari pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari
penyaluran Dana Desa tahap I di luar kebutuhan
Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat {4) huruf a dan ayat {5} hurufa.

{3) Dalam hal :

(4)

(1)

a. Dana Desa untuk mendukung penanganan
pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
sebesar 8% {delapan persen) scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) telah disalurkan
berdasarkan pagu Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2); dan

b. Dana Desa untuk mendukung penanganan
pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

sebesar 8% (delapan persen) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa
tahap I, dilakukan pemutakhiran pagu Dana Desa setiap Desa pada
Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
(OM SPAN).
Dalam hal kebutuhan dukungan pendanaanpenanganan Cerona Virus
Disease 2019 (COVID-19) melebihi dari 8% (delapan persen} dari pagu
Dana Desa setiap Desa, pemenuhan kebutuhan pendanaan dapat
menggunakan Dana Desa tahap I di luar kebutuhan Dana Desa untuk BLT
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4)huruf a dan ayat (5)
huruf a.
Dalam hal kebutuhan dukungan pendanaan penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) yang bersumber dari penyaluran Dana Desa
tahap I di luar kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pemenuhan kebutuhan
pendanaan dapat menggunakan Dana Desa tahap II.

Ketentuan Pasal 11 dihapus

Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat {8) diubah, diantara ayat (1) dan ayat
(2), ayat (2) dan ayat (3), ayat {8) dan ayat (9) disisipkan masing masing 1
(satu) ayat yakni ayat (la), ayat (1b) dan ayat (8a) sehingga pasal 15
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Berdasarkan dokumen persyaratan yang disampaikan Kepala Desa,
Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang
layak salur kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN) dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Tahap I berupa :

1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan

rincian Dana Desa sctiap Desa; dan

2. surat kuasa pemindahbukuan dana desa.
b. Tahap I berupa :

1. Peraturan Desa mengenai APBDesa

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun
sebelumnya,



3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap
I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar
50% {lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran
menunjukkan paling sedikit 35% (tiga puluh lima persern) dari Dana
Desa tahap I yang telah disalurkan.

4, peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima
manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan
tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan

5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di
RKUD antara Pemerintah Daerah dan Kepala KPPN yang berasal
dari:

a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun
Anggaran 2018 yang disetor oleh kepala Desa ke RKUD; dan
b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan
Tahun Anggaran 2019; dan
c. Tahap Il berupa :
1.laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa
sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi
penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persenj)
dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 73%
{(tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah
disalurkan; dan
2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun
angaran sebelumnya.

(la) Dinas PMD wajib melakukan perekaman jumlah keluarga penerima
manfaat untuk bulan yang telah disalurkan namun belum direkam
realisasi BLT Desa pada saat pengajuan persyaratan penyaluran Dana
Desa tahap Il sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf b atau tahap I
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

(2) Berdasarkan dokumen persyaratan yang disampaikan Kepala Desa pada
Desa berstatus Desa Mandiri, Bupati menyampaikan dokumen
persyaratan kepada Kepala KPPN dengan ketentuan sebagai berikut .

a. tahap I berupa:

1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan
rincian Dana Desa setiap Desa; dan

2. surat kuasa pemindahbukuan dana desa; dan

b. tahap II berupa :

1. Peraturan Desa mengenai APBDesa;

2.laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa
tahun sebelumnya;

3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa
tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit
sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran
menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen)
dari Dana Desa tahap 1 yang telah disalurkan;

4. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun
angaran sebelumnya;

5. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima
manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan
tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
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6. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di
RKUD antara Pemerintah Daerah dan Kepala KPPN yang berasal
dari :

a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun

Anggaran 2018 yang disetor oleh kepala Desa ke RKUD; dan
b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan
Tahun Anggaran 2019.

Dinas PMD wajib melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga
penerima manfaat untuk bulan yang telah disalurkan namun belum
direkam realisasi BLT Desa pada saat pengajuan persyaratan penyaluran
Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020
selama 9 (Sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap 1
Tahun Anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa
peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima
manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup
anggaran per bulannya.
Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa untuk seluruh Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a
angka 3, disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan
penyaluran tahap I untuk pertama kali.
Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b angka 2 dan huruf ¢ angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung
berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan
setiap Desa.
Penyusunan laporan realiasi penyerapan dan capaian Kkeluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf ¢ angka
1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi
data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan
keluaran, dan capaian keluaran.
Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan
penambahan sesuai kewenangan Bupati sebagaimana yang ditetapkan
oleh Kementerian Dalam Negeri, permintaan perubahan tabel referensi
kepada KPA Penyaaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa
untuk dilakukan pemutakhiran.
Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang
ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah
yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau
pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemberdayaan masyarakat Desa.
Pimpinan organisasi perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(8) ditunjuk oleh Bupati.
Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen digital
(softcopy) dan/atau dokumen fisik (hardcopy).
Dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dioclah
dan dihasilkan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan
dan Anggaran Negara (OM SPAN]).
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Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 16

Penyampaian dokumen Penyaluran Dana Desa tahap I kepada Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN} untuk kebutuhan BLT Desa
termasuk untuk desa berstatus Desa Mandiri disalurkan dengan
ketentuan :

a. Dana Desa untuk BLT bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga :

1. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) huruf
a,

2. melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap
bulan yang berlaku selama 12 {(dua belas) bulan untuk penyaluran
Dana Desa untuk BLT; dan

3. melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas desa layak salur
masing masing bulannya.

b, Dana Desa untuk BLT bulan keempat sampai dengan bulan kesembilan,
diajukan paling banyak untuk kebutuhan penyaluran BLT Desa selama
3 (tiga) bulan setelah dilakukan penandaan pengajuan penyaluran atas
desa layak salur masing masing bulannya.

c. dalam hal Dana Desa untuk BLT Desa telah disalurkan pada bulan
tertentu, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan berikutnya dapat
diajukan secara 3 (tiga) bulanan dengan penandaan pengajuan
penyaluran atas desa layak salur masing masing bulannya;

d. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaiaman dimaksud pada
huruf c, dilakukan sampai dengan bulan kesembilan; dan

e. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan
keduabelas disalurkan sekaligus setelah dilakukan penandaan
pengajuan penyaluran atas desa layak salur masing masing bulannya
paling cepat bulan Oktober.

Penandaan pengajuan penyaluran atas desa layak salur sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring

Sistermn Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN]).

Perhitungan kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (4) dan Ayat {5) diperoleh dari hasil perkalian

antara jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa yang direkam dalam
aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

(OM SPAN} dengan besaran BLT Desa setiap bulannya, paling banyak

sebesar Dana Desa tahap I yang akan disalurkan diluar kebutuhan Dana

Desa untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa

disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4)

dan ayat (5) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.

Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak

dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bulan kesatu sampai dengan
bulan vang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan
penandaan atas Desa layak salur.

Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan

lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang

telah direkam pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan

kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan.
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Berdasarkan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Kepala Dinas PMD
melakukan perekaman realisasi jumlah keluarag penerima manfaat untuk
bulan yang telah disalurkan namun belu direkam realisasi BLT Desanya
sampai dengan bulan kedua belas paling lambat tanggal 31 Januari 2022.
Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sampai dengan
bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (7} menjadi
persyaratan penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2022.

Kepala Dinas PMD bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data
realisasi jumah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (7).

Ketentuan Pasal 17 dihapus
Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Berdasarkan realisasi penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD melahu
RKUD telah diterima di RKD, Kepala Desa menyampaikan lembar
konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD disertai dengan
print out rekening bank kepada BPKAD dan Dinas PMD.

BPKAD seclaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah mendapatkan
salinan Surat Perintah Pencairan Dana penyaluran Dana Desa ke RKD
dari Kepala KPPN melalu aplikasi Online Monitoring Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

Berdasarkan salinan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana
Desa kepada KPPN dan Bupati melalui Kepala BPKAD

Berdasarkan salinan SP2D kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada
huruf b dan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa ke
RKD dari Kepala Desa, PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD)
menerbitkan Surat Pengesahan Penerbitan Dana Desa (SP2DD)} sebagai
dasar realisasi pendapatan Dana Desa.

Berdasarkan SP2DD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPKAD
menerbitkan Surat Pengesahan Belanja Dana Desa (SPBDD) sebagal dasar
pencatatan realisasi belanja bantuan keuangan ke Desa.

Penerbitan SP2DD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan SPBDD
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan tahapan
penyaluran Dana Desa

Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan

pengembangan sektor prioritas di Desa.

(2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaring

pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil
dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa
melalui Badan Usaha Milik Desa.
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Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa pengembangan Desa digital, Desa Wisata, usaha budidaya
pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan
perbaikan fasilitas kesehatan.

Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2} berupa BLT
Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pendanaan kegiatan dalam rangka penanganan
pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan

paling sedikit 8% (delapan persen) dari pagu Dana
Desa setiap Desa.

Pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) di luar dan  tidak  termasuk
pendanaan untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (4).

Penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019
{COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (6),
dilakukan melalui pos komando penanganan

pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di
tingkat Desa atau pos jaga di Desa.

Pos komando penanganan pandemi Corona Virus
Disease 2019 {COVID-19) atau pos jaga
sebagaimana dimaksud pada ayat (8), memiliki
fungst :

a. pencegahan;

a. penanganan;

b. pembinaan; dan

c. pendukung pelaksanaan penanganan Corona Virus Disease 2019
{COVID-19j di tingkat Desa.

Rincian kegiatan penanganan pandemi Corona Virus
Disease 2019 {(COVID-19) termasuk pelaksanaan
Pemberiakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM} Mikro di Desa  yang dilaksanakan oleh Desa
berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (9), berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Kepala Desa melakukan penyesuaian penggunaan
Dana Desa atas kegiatan penanganan pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bupati mendorong dan memantau pelaksanaan
kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease

2019 (COVID-19) yang didanai dari Dana Desa.

Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1} berpedoman
pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 13 tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2021,

Penempatan Kegiatan prioritas penggunaan Dana Desa pada Bidang dan
sub bidang kegiatan pada APBDesa berpedoman pada ketentuan
Peraturan Bupati Barito Kuala mengenai Pedoman Penyusunan APBDesa
Tahun Anggaran 2021.



12. Ketentuan ayat (7) Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 31

(1) Sanksi penghentian penyailuran Dana Desa tahun anggaran berjalan
dan/atau tahun anggaran berikutnya dapat dilakukan dalam hal terdapat
permasalahan Desa, berupa :

a. Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan
sebagai tersangka; atau

b. Desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan
status hukum.

(2) Kepala Dinas PMD melakukan pemantauan atas proses perkara hukum
penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(3) Dalam hal Kepala Desa ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menyampaikan surat permohonan
penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.g.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

(4) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa, berdasarkan :

a. surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
atau

b.surat rekomendasi dari kementerian/lembaga  terkait atas
permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(5) Penghentian penyaluran Dana Desa berdasarkan surat permohonan dari
Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat
rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana Desa tahap
berikutnya setelah surat dimaksud diterima.

(6) Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Desa tahap IIl atau Dana Desa tahap
II untuk Desa berstatus Desa Mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan,
penyaluran Dana Desa untuk tahun anggaran berikutnya dihentikan.

(7) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dan ayat (6) dilakukan melalui naskah dinas Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dan
Bupati atau kementerian/ lembaga terkait.

13. Ketentuan ayat {7) Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 32

(1) Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 ayat {4), tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.

(2) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana
Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian
penyaluran Dana Desa.

(3) Pengecualian atas pengaturan scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan setelah Kementerian Keuangan c.q. Direktorat  Jenderal
Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan
penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat tanggal 30
Juni tahun anggaran berjalan.
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Surat permochonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan seteah terdapat
pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka,
dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hokum tetap.
pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 ayat {4} huruf b, dilaksanakan setelah Kementerian
Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat
rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari
kementerian/Lembaga terkait paling lambat 30 Juni tahun anggaran
berjalan.

Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau
surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima setelah
tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk
tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Desa tersebutDir
telah dialokasikan.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat permohonan
dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat {3} atau surat rekomendasi
dari kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
menerbitkan naskah dinas pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa
dan disampaikan kepada Dircktur Jenderal Perbendaharaan dan Bupati
atau kementerian/lembaga terkait.

Ketentuan ayat {4) Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 35

Dinas PMD, BPKAD dan Kepala Desa melakukan rekonsiliasi sisa Dana

Desa di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 paling

lambat tanggal 16 April 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara

Rekonsiliasi.

Dalam hal berdasarkan hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdapat sisa Dana Desa di RKD, kepala Desa menyetorkan sisa dana ke

RKUD paling lambat 30 Aprit 2021.

Rekonsiliasi sisa dana di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan

Tahun Anggaran 2019 antara BPKAD dan KPA Penyaluran Dana Alokasi

Khsus Fisik dan Dana Desa dilakukan paling lambat tanggal 28 Mei 2021

dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi,.

Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana

dimaksud pada ayat (3}, Bupati :

a. menyetorkan sisa dana ke RKUN paling lambat tanggal 30 Juni 2021;
dan

b. melakukan perekaman dan pendetailan atas sisa Dana Desa yang telah
disetor ke RKUN dalam aplikasi Online Monitoring Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) paling lambat tanggal
9 Juli 2021.

Setelah huruf f Pasal 36 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf g
schingga Pasal 36 huruf g berbunyi sebagai berikut :



Pasal 36

Ketentuan mengenai :
g. Format Surat Pengesahan Pendapatan Dana Desa (SP2DD) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).

tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito

Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
“padawianggal 28 Jyh 2021

Diundangkan di Marabahan
Pada tanggal 28 Juli 2021

AT Pt

E"K”REH}A DAERAH




Lampiran [ ; Peraturan Bupati Barito Kuala
MNormor Tahun 2021
Tanggal 2021

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 111 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR PERUBAHAN ATAS REKENING KAS DESA
BAGI 61 [ENAM PULUH SATU} DESA DI KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN ANGGARAN 2021

NG | KODE DESA NAMA DESA NFwWP ALAMAT KANTOR DESA KECAMATAN PROVINSE NAMA BANK HAMA PEMILIK REKENING NOMOR REKENING [DETIL NAMA CABANG BANK| KODE POS
{13 2 (3} 141 (s} (6} {7 8l {9) {10) i {12}

1]63.04.03.2001 JANDAMAN 734395429731000]ILN ANJIR SERAPAT KM 17 DESA ANDAMAN | AMIIR PASAR KALIMANTAN SELATAN  |BANK KALSEL JPEMERINTAH DESA ANDAMAN D51.00.04.00047.9  |CABANG MARABAKAN 70565
2|63.04.03.2002 |HILIR MESID 721316321731000| DESA HILIR MES)D RT 04 ANIIR PASAR KALIMANTAN SELATAN | BANK KALSEL |PEMERINTAH DESA HILIR MESIID 051.00.04.00046.3 [CABANG MARABAHAN 70565
3|63.04.03.2003 JANJR PASAR KOTA 750644718731000| DESA ANSIR PASAR KOTA AMNIIR PASAR KALIMAMTAN SELATAN  |BANK KALSEL |PEMERINTAH DESA AMJIR PASAR KOTA 051.00.04.00040.1  [CABANG MARABAHAN 70565
4163.04.03.2004 |BANYIUR 747322253731000|ILN FOROS DESA BANYIUR RT 03 ANIIR PASAR KALIMANTAN SELATAN  |BANK KALSEL |PEMERINTAH DESA BANYIUR D51.00.04.00048.2 |CABANG MARABAHAN 70565
5|63.04.03.2005 |GANDARAYA JO0769742731000] DESA GSANDARAYA RT D4 AMIIR PASAR KALIMANTAN SELATAN  |BANK KALSEL |PEMERINTAH DESA GANDARAYA 051.00.04.00041.6 {CABANG MARABAHAN 70565
£163.04.03. 2006 |GANDARIA FARABFO0EY31000]ILN PORDS DESA GANDARIA RT 01 AMIIR PASAR KALIMANTAN SELATAN _ |BANK KALSEL |PEMERINTAH DESA GANDARIA 051.00.04.00052.2 [CABANG MARABAHAN 70565
7]|63.04.03.2007 |AMNR PASAR KOTA Il 748486123731000]ANIIR PASAR KOTA || ANIIR PASAR KALIMANTAN SELATAN  |BANK KALSEL |PEMERINTAH DESA ANNR PASAR KOTA I 051.00.04.00053.6 {CABANG MARARAHAN 70565
8|63.04.03.2008 |ANDAMAN Il FARABASSZ 7 31000] DESA ANDAMAN || AMNJIR PASAR KALIMANTAN SELATAN | BANK KALSEL |PEMERINTAH DESA ANDAMANH 051.00.04.00044.8 1CABANG MARABAHAN 70565
9163.04.03.2009 |AMJIR SEBERANG PASAR |1 7485553647 31000| DESA ANUR SEBERANG PASAR H ANJIR PASAR KALIMANTAN SELATAN _ [BANK KALSEL |PEMERINTAH DESA ANJIR SEBERANG PASAR I 05L.00.04.00045.4  ICABANG MARABAHAN 70565
10]63.04.03.2010 [AN)R SEBERANG PASAR | FAE555638731000]ILM HANDIL AMAN RT 01 DESA ANJIR SEBERANG PASAR AMIIR PASAR KALIMANTAN SELATAN _ IBANK KALSEL |PEMERINTAH DESA ANJIR SEBERANG 051.00,04.00051.9 [CABANG MARABAHAM 70565
11]63.04.03.2011 [ANJR PASAR LAMA 734107626731000 ANIIR SERAPAT KM 15 RT 05 DESA AMJIR PASAR LAMA AMNiIR PASAR KALIMANTAN SELATAN “w_}z_a KALSEL |PEMERINTAH DESA ANJIR PASAR LAMA 051.00.04.00043.1  |CABANG MARABAHAN 70565
12]63.04.03.2012 [PANDAN SARI 7340866557 31000 | AMIIR SERAPAT KM 15 HANDIL HAMPALAN RT 06 AMNIIR PASAR KALIMANTAN SELATAN _F_pz_n KALSEL |PEMERINTAH DESA PAMDAN SARI 051.00.04.00049.5 |CABANG MARABAHAN 70565
13]63.04.02.2013 [MENTAREN 748474319731000| DESA MANTAREN ANIIR PASAR KALIMANTAN SELATAN _mbz_n KALSEL |PEMERINTAH DESA MENTAREN 051.00.04.00035.1 |CABANG MARABAHAN 70565
14]63.04.03.2014 |BARUNAI BARU 734074024731000[ILN TRANS KALIMANTAN KM26 HANDIL BARUNA| RT 01 ANJIR PASAR KALIMAMTAN SELATAN _ |BAMK KALSEL |PEMERIMTAH DESA BARUNAI BARL! 051.00,04.00050.3  |CABANG MASABAHAN 70565
15163.04.03.2015 [DANAL KARYA T48487741731000| DESA DANAL KARYA RT 05 RW 02 AMNJIR PASAR KALIMANTAN SELATAN  IBAMK KALSEL |PEMERINTAH DESA DANAL KARYTA 051.00.04.00042.6 |CABANG MAMBAHAN 70565
16163.04.04.2001 [ANJIR SERAPAT MUARA 734888142731000| ANiIR SERAPAT MUARA ANNR MUARA KALIMANTAN SELATAN —mbz.n KALSEL {PEMERINTAH DESA ANJIR SERAPAT MUARA 051.00.04.00031.1 [CABANG MARABAHAN 70564
17163.04.04.2002 |ANJIR MUARA KOTA 73476249073 1000 TRANS KALIMANTAN KM 18800 AT 002 AMJIR MUARA .?.pr_?___hz._.hz SELATAN _sz.n KALSEL |PEMERINTAH DESA ANJIR MUARA KOTA 051.00.04.00029.6  |CABANG MARABAHAN 70564
18]63.04.04.2003 |FATIH MUHUR 734702596731000| PATIH MUHUR BARU AMNJIR MUARA _x__p_._?___bzﬂbz SELATAN  |BANK KALSEL |PEMERINTAH DESA PATIH MUHUR LAMA 051.00.04.00038.9 |CABANG MARABAHAN 70564
19]63.04.04.2004 |ANIR MUARA KOTA TENGAH 73483100173 1000  ANIIR MUARA KOTA TENGAH RT 005 AMJIR MUARA _z_p:?.__az.;z SELATAN  |BANK KALSEL [PEMERINTAH DESA ANJIR MUARA KOTA 051.00.04.00037.3  |CABANG MARABAHAN F0564
20]63,04.04.2005 |ANJIR SERAPAT LAMA 734886385731000  ANJIR SERAPAT LAMA RT002 ANNR MUARA ?b_._?__hz.qhz SELATAN  |BANK KALSEL |PEMERIMTAH DESA ANMR SERAPAT LAMA 051.00.04.00026.8 |CABANG MARABAHAN 70564
21]63.04.04.2006 | AMNIR SERAPAT BARU 734832058 731000  ANJIR SERAPAT BARU RT 003 ANIR MUARA |xaunsanNTAN SELATAN  [BANK KALSEL |PEMERINTAH DESA ANKR SERAPAT BARU 051.00.04.00034.1 |CABANG MARABAHAN 70564
22|63.04.04.2007 |AMIR MUARA LAMA 734830664731000 ) ANJIR MUARA LAMA RT Q01 ANJIR MUARA KALIMAMTAN SELATAN _ 'BANK KALSEL |PEMERINTAH DESA ANHR MUARA LAMA 051.00.04.00025.4 |CABANG MALABAHAN 70564
23|63.04.04.2008 |SUNGAI PUNGGU 734BB4SER 731000 | DESA SUNGA! PUNGGL LAMA RT 002 ANIIR MUARA KALIMANTAN SELATAN  |BANK KALSEL |PEMERINTAH DESA SUNGAI PUNGGU 051.00.04.00027.1 |CABANG MARABAHAN 70564
24|63.04.04.2009 |ANJIR SERAPAT BARU | 7348R6104731000 | ANJIR SERAPAT BARU 1 RT 002 ANJIR MUARA KALIMANTAN SELATAN _ |BANK KALSEL |PEMERINTAH DESA ANJIR SERAPAT 051.00.04.00030.8 |CABANG MARABAHAN 70554
25]63.04.04.2010 |PATIH MUHLIR BARU 734831845731000 | DESA PATUH MUHUR BARU R700 ANIIR MUARA KALIMANTAN SELATAN _ {BANK KALSEL |PEMERINTAH DESA PATIH MUHUR BARU 051.00.04.00035.8 [CABANG MARABAHAN 70564
26163.04.04.2011 |SEI PUNGGU BARU 735945587731000 SUNGAI PUNGG U BARU RT 000 AMiIR MUARA KALIMANTAN SELATAN  |BANK KALSEL |PEMERINTAH DESA SUNGAI PUNGGY 051.00.04.00032.6 ;CABANG MARABAHAN FO5E4
27]63.04.03.2012 |ANJIR SERAPAT MLUIARA | 734831406773 1000 ANIR SERAPAT MUARA 1 RT 002 ANIIR MUARA KALIMANTAN SELATAN _m,_»zz KALSEL |PEMERINTAH DESA ANJIR SERAPAT 051.00.04.00028.6  |CABANG MARABAHAN TO564
28|63.04.04.2013 [SEPAKAT BARSAMA 73488394573 1000} SEFAKAT BERSAMA ANIR MUARA __n.p_._gb_,__..;z SELATAN  |BANK KALSEL [PEMERINTAH DESA SEPAKAT BERSAMA 051.00.04.00024.3  |CABANG MARABAHAN 70564
29]63.04.04.2014 |MARABAHAN BARL T34BAYO5273 1000| MARABAHAM BARY RTONT ANJIR MUJARA __n.pc?_)zﬂbz SELATAN  |BANK KALSEL |PEMERINTAH DESA MARABAHAN BARY 051.00.04.00036.4 |CABANG MARABAHAN #0564
30]|63.04.04.2015 |BERINGIN IAYA 734945843731000| TRANS KAUMANTAN KM 23 RT D01 ANJIR MUARA __A_p__._?____rz.;z SELATAM  |BANK KALSEL |PEMERINTAH DESA BERINGIN JAYA 051.00.04.00033.6 [CABANG MARABAHAN 70564
31|63.04.05.2004 |PULAL ALALAK 74304066973 1000 | DESA PULAU ALALAK ALALAK __n_»_._?____bz._.bz SELATAN  |BANK KALSEL |PEMERINTAH DESA PULALY ALALAK 043.00.04.00250.5 |CABANG MARABAHAN 70582
32|63.04.05.2005 |PULAY SEWANGI 743470916731000| DESA PULAY SEWANGI ALALAK KALMANTAN SELATAN  |BANK KALSEL |PEMERINTAH DESA PULALI SEWANGI 043.00.04.00254.4  |CABANG MARABAHAN 70582
33]63.04.05.2006 {PULAL SUGARA 736082 157731000 | DESsA PULAU SUGARA ALALAK KALIMANTAM SELATAN | BANK KALSEL |PEMERINTAH DESA PULAU SUGARA 043.00.04.00249.3  |CABANG MARABAHAN 70582
3463.04.05.2007 {SUNGAI LUMBAH 006203 146731000 DESA SUNGAI LUMBAH RT 04 ALALAK KALIMANTAM SELATAN _ |BANK KALSEL |PEMERINTAH DESA SUNGA| LUMBAH DA3.00.04.00253.3 |CABANG MARABAHAN 70582
35|63.04.05.2008 |BERANGAS TIMUR 737584730731000| DESA BERANGAS TIMUR ALALAK KALIMANTAN SELATAN  BAMK KALSEL |PEMERINTAH DESA BERANGAS TIMUR 043.00.04.00248.5 |CABANG MARABAHAN 70582
36]63.04.05.2009 |5£1 SEMANGAT BHAKTI 203210988731000| DESA SEMANGAT BAKT) ALALAK KALIMANTAN SELATAN _ [BANK KALSEL {PEMERINTAH DESA SEMANGAT BAKTI 043.00.04.00259.1 |CABANG MARABAHAM 70582
37]63.04.05.2010 [SUNGAI PITUNG 30055699073 1000 1L, RAY 17 DESA SUNGAI PITUNG RT 0 ALALAK KALIMANTAN SELATAN _ JBANK KALSEL [PEMERINTAH DESA SUNGALI FITUNG 043.00.04.00261.6 | CABANG MARABAHAN 70582
33]63.04.05.2011 |BELANDEAN MUARA _F42761190721000| DESA BELANDEAN MUARA RT 05 ALALAK KALIMANTAN SELATAN _ [BANK KALSEL [PEMERINTAH DESA BELANGEAN MUARA 043.00.04.00252.8 1CABANG MARABAHAN 20582
39]63.04.05.2012 |BELANDEAN 006293112721000| DESA BELANDEAN ALALAK KALIMANTAN SELATAN _ |BANK KALSEL |PEMERINTAH DESA BELANDEAN 043.00.04.00251.2 |CABANG MAABAHAN 70682
40]63,04.05.2013 |TANIUNG HARAPAN 736939752 731000| DESA TANIUNG HARAPAN ALALAK KALIMANTAN SELATAN _ |BANK KALSEL |PEMERINTAH DESA TAMJUNG HARAPAN 043,00,04.00258.6  |CABANG MALABAHAN 70682
41]63.04.05.2014 |SEMANGAT DALAM 801745142 7310000 ILGARIS DESA SEMANGAT DALAM ALALAK KALIMANTAN SELATAN  |BANK KALSEL |PEMERINTAH DESA SEMANGAT DALAM 043.00.04.00256.1  [CABANG MAIABAHAN 70582
42163.04.05.2015 |BERINGIN 739784148731000 1L, RAY 17 DESA BERINGIN RT 07 ALALAK KALIMANTAN SELATAN  [BANK KALSEL |PEMERINTAH DESA BERINGIN 043.00.04.00255.8 |CABANG MALABAHAN 70582
43163.04.05.2016 |SEMANGAT KARYA 00629266873 1000| DESA SEMANGAT KARYA ALALAK KALIMANTAN SELATAN  |BANK KALSEL |PEMERINTAHAN DESA SEMANGAT KARYA 043,00,04.00257.6 [CABANG MALABAHAN 70582




NO KODE DESA NAMA DESA NPWP ALAMAT KANTOR DESA KECAMATAN FROVINSI NAMA BANK NAMA PEMILIK REKENING NOMOR REKENING |DETIL NAMACABANG m,bz& KOOE POS
i 2} @l ) 5] tsl 7} ta} ) (10) 13) (12)
44163.04.05.2017 |PANCA KARYA Q06293062731000 jDESA PANCA KARYA ALALAK KALIMANTAN SELATAN E_»Zx KALSEL |PEMERINTAH DESA PANCA KARYA 043.00.08.00262.6 |CABANG MARABAHAN 70582
45|63.04.05.2018 |TATAH MESID (006293104731000 |GESA TATAH MESIED ALALAK KALIMANTAN SELATAN ._m,hz_n KALSEL |PEMERINTAH DESA TATAH MESIID 043,00,04.00260.1  |CABANG MARABAHAN 70582
46|63.04,10.2002 |BARNUA ANYAR 733187594731000 1L ATAK IMBERANSYAH BT 5 DESA BANUA ANYAR BAKUMPAI KALIMANTAN SELATAN BANK KALSEL |PEMERINTAH DESA BENUA ANYAR 012.00.04.00792.2 |CABANG MARABAHAN T0513
47|£3.04.10.2003 |MURUNG RAYA 732781646731000 [IL PUTERA JAYA RT002 DESA MURUNG RAYA BAKUMPAIL KALIMANTAN SELATAN BANK KALSEL |PEMERINTAH DESA MURUNG RAYA 012.650.04,00794.7 |CABANG MARABAHAN 70513
48|63.04.10.2004 |PALINGKAU 7327513597 31000 |DESA PALINGKAL RT 3 BAKLMPAI KALIMANTAN SELATAN BANK KALSEL |PEMERINTAH DESA PALINGKAL 012.00.04.60726.7 |CABANG MARABAHAN 70513
49163.04.10.2005 |BALUKUNG 734072127731000 |DESA BALUKUNG RT ) BAKUMPAI KALIMANTAN SELATAN BAMNK KALSEL |PEMERINTAH DESA BALUKUNG 012.00.04.00788.2 |CABANG MARABAHAN 70513
50|63.04.10.2006 |BAMITAN 732070040731000 |DESA BANITAN RT 01 BAKLIMPAIL KALIMANTAN SELATAN BAMNK KALSEL PPEMERINTAH DESA BANITAN 012.00.04.007949.9 |CABANG MARABAHAN 70513
51163.04.10.2007 |BATIK F32615968731000 | 1L KEMANGA RT 002 DESA BATIK _m,bx_.._?_:uk KALIMANTAM SELATAN BANK KALSEL jPEMERINTAH DESA BATIK 012.00.04.00797.5 [CABANG MARABAHAN 70513
52 |63.04.10.2008 |BAHALAYUNG 732125711731000 |JL ATAK IMBERANSYAH RT 5 DESA BAHALAYUNG —m,b_nC?___ub_ KALIMANTAN SELATAN BANK KALSEL |PEMERINTAH DESA BAHALAYUNG 0(12.00.04.00795.0 {CABANG MARABAHAN 70513
53163.04,10.2009 |SUNGAI LIRIK 732039375 731000 | DESA SUNGAI LIRIK RT 01 BAKUMPA| KALIMANTAN SELATAN BANK KALSEL |PEMERINTAH DESA SUNGAL LIRIK 012.00.04.00793.5 [CABANG MARABAHAN 70513
54 }63.04.15.2003 |PENGHULU a06252320731000 [IL HARIYONQ MT RT 3 DS PENGHULU MARABAHAN .—_ep_-_?__}z.;Z SELATAN BANK KALSEL |PEMERINTAH DESA PENGHULU 012.00.04.00791.9 [CABANG MARABAHAN 70511
55|63.04.15.2004 |BAGUS F12737220731000]JL S. PARMAN RT 4 DESA BAGLUS MWMARABAHAN _x._p_..._?__rrz._._rz SELATAN BAMK KALSFL |PEMERINTAH DESA BAGUS 012.00.04.00205.8 |CABANG MARABAHAN 70511
56| 63.04.15,2005 |BALIUK 3G05%62139731000 [IL HARIYONO MT [0S BALIUK MARABEAHAN __SE?____»Z._.__;Z SELATAN BAMNK KALSEL |PEMERINTAH DESA BALILK 012.00.04.00790.3 ICABANG MARABAHAN 7051t
57|63.04.15.2006 |ANTAR BARU 716342522731000| 1L ANJR TALARAN KM 7 DS ANTAR BARD MAERABAHAN __op_-_?____»z._.bz SELATAN BANK KALSEL |PEMERINTAH DESA ANTAR BARU 012.00.04.00200.6 |CABANG MARABAHAN 70513
58|62.04.15.2007 |ANTAR JAYA 301313987731000|IL. ANJAR TALARAN, KM 12 RT 2 ANTAR JAYA MARABARAN KALIMANTAN SELATAN BANK KALSEL |PEMERINTAH DESA ANTAR JAYA 012.00.04 DOB0L.1  |CABANG MARABAHAN 70511
59163.04.15. 2008 |ANTAR RAYA 71518179873 1000 | ILTALARAN KM 10 RT O RW 1, DS ANTAR RAYA MARABAHAN KALIMANTAN SELATAN BANK KALSEL |PEMERINTAH DESA ANTAR RAYA 012.00.04.00802.8 |CABANG MARABAHAN 70511
6] 63.04.15.2009 |SIDO MAKMUR 732038815731000| D8 5IDO MAKMUR, RAY 9RT 7 N0 2 MARABAHAN KALIMANTAM SELATAN BANK KALSEL |PEMERINTAH DESA SIDO MAKMUR 012 .00.04.00803.4 |CABANG rﬂwhw)&bz 70511
61|63.04.15.2010 |KARYA MAIU FD0985520731000|iL RAY 5 RT 3 RW 2 DS KARYA MAIU MARABAHAN KALIMANTAN SELATAN BANK KALSEL |PEMERINTAH DESA KARYA MAJU 1 ,\wwamwbo‘da.wmgmﬂw CABANG Ew)w%fhz 70513
£




Lampiran Il : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 45 Tahun 2021
Tanggal 28 Juh 2021

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 111 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN

DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN 2021

A. FORMAT SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DANA DESA {SP20D)

SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DANA

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DESA
Nama BUD T s 02)
Tanggal LSTUTUTURUUTRRION 4 <1 |
KODE REKENING SRR 3§ | Nomor LSRR § - 3
Tahun Anggaran fvvreresresesssssesenss 39)
Telah disahkan pendapatan Dana Desa sejumlah : Rp. .cevreerreenenn. 06)
{....dalam huruf......eeeee. 07)
vvevverrs TANEEA covevreecemrenvvevrrensernenes O8)

Tata Cara Pengisian Format SP2DD :

01. Diisi dengan nomor kode rekening pendapatan dana desa;

(2. Diisi dengan nama BUD/Kuasa BUD;

03. Diisi tanggal penerbitan SP2DD;

04. Diisi dengan nomor penerbitan SP2DD;

05. Diisi dengan tahuh anggaran penerbitan SP2DD;

06. Diisi dengan jumlah penerimaan pendapatan dana desa;

07. Diisi dengan jumlah penerimaan pendapatan dana desa dalam huruf;
08. Diisi dengan nama kota tempat dan tanggal penerbitan SP2DD;
09. Diisi dengan nama Jabatan (BUD/Kuvasa BUD);

10. Diisi dengan nama BUD/Kuasa BUD; dan

11. Diisi dengan NIP BUD/Kuasa BUD yang bersangkutan




B. FORMAT LAMPIRAN SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DANA DESA {SP2DD)
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEELANIA DAERAH T.A ...

KABUPATEN BARITO KUALA

NOMORSP2DD e eecvrrinnscen
TANGGAL SP2DD
NO NAMA DESA PENERIMAAN DANA DESA
(Rp)
1 2 3

Tata Cara Pengisian Format Lampiran SP2DD :
1 Kolom 1, diisi dengan nomor yrut;
2 Kolom 2, diisi dengan nama Desa; dan

3 Kolom 3, diisi dengan jumlah rupiah total penerimaan Dana Desa



C. FORMAT SURAT PENGESAHAN BELANJA DANA DESA (SPBDD)

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA SURAT PENGESAHAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH BELAMJA DANA DESA (SPBDD)

Mama BUD fvvvreeeresessnssesennns U2)
Tanggal frerereesensssenennes U3)

KODE REKENING ! verseeseseseneeninen: 01 Nomor L sssescens s B4
Tahun Anggaran LORNORURROII - |

Telah disahkan pendapatan Dana Desa sejumiah : Rp. .cccccceevunvn... 08)

{.....datam hurdf.....ccccoeein. D7)
......... , TaNgEal ...ooovverevvrerereeenenn, OB)

s 09)

Nip JORR I

Tata Cara Pengisian Format SPBDD :

01. Diist dengan nomor kode rekening pendapatan dana desa;

02. Diisi dengan nama BUD/Kuasa BUD;

03. Diisi tanggal penerbitan SPBDD;

04. Diisi dengan nomor penerbitan SPBDD;

05. Diisi dengan tahuh anggaran penerbitan SPBDD;

06. Diisi dengan jumlah penerimaan pendapatan dana desa;

(7. Diisi dengan jumlah penerimaan pendapatan dana desa dalam huruf;
08. Diisi dengan nama kota tempat dan tanggal penerbitan SPBDD;
09. Diisi dengan nama Jabatan (BUD/Kuasa BUD);

10. Diisi dengan nama BUD/Kuasa BUD; dan

11. Diisi dengan NIP BUD/Kuasa BUD yang bersangkutan

o T /)’;“""’ft =
I__-?bR’MIL};ANT) AS.



